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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 44                                  2020                                SERI : E    

 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 44 TAHUN 2020 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA 

DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH DISABILITAS  

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan 
mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun 
di Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi 
Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan 
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dam 
Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2020/2021, 
dipandang perlu diubah untuk kedua kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu  
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang  
Wajib Belajar (Lembaran Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 
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9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang 
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 
dan/atau Bakat Istimewa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 
Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang 
Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1591); 

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi  Nomor  13  Tahun 
2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2014 Nomor 13 Seri E); 

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06  Tahun  
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 
Seri D); 

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 122 
Seri D); 
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16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama dam Sekolah Disabilitas Tahun 
Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2020 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara  
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Dan Sekolah Disabilitas  Tahun Pelajaran 2020/2021 
(Berita Daerah kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 42 Seri 
E). 
 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka 
Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan 
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 
Ajaran 2020/2021; 

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 
Virus Disease (COVID-19); 

3. Berita acara rapat pembahasan perubahan kedua 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru 
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun 
Pelajaran 2020/2021, Nomor : 420/4271-
Disdik.Renprog, tanggal 10 Juni 2020. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  WALI  KOTA  TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 
34 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, 
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, 
DAN SEKOLAH DISABILITAS TAHUN PELAJARAN 
2020/2021. 
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2020 
tentang Tata Cara  Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Dan Sekolah Disabilitas  Tahun 
Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 34 Seri 
E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 
Tahun 2020 tentang Tata Cara  Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Dan Sekolah 
Disabilitas  Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah kota Bekasi Tahun 
2020 Nomor 42 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 
(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, 

diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah 
zonasi yang ditetapkan. 

(2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kuota bagi 
anak penyandang disabilitas.   

(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 
(satu) tahun sejak tanggal PPDB ditetapkan. 

(4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Data 
NIK yang telah mempunyai masa berlaku lebih dari 1 (satu) tahun, dan 
apabila terjadi perubahan elemen data Kartu Keluarga sebelum 1 (satu) 
tahun, calon peserta didik dapat mempergunakan Data NIK setelah Kartu 
Keluarga tersebut dilegalisir oleh petugas pencatatan sipil di Kecamatan. 

(5) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berbasis jarak  (radius)  
terdekat dari titik koordinat sekolah ke titik koordinat alamat dalam Kartu 
Keluarga calon peserta didik. 

(6) Setiap calon peserta didik memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk 
memilih Sekolah pada Jalur Zonasi. 

(7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai dengan 
domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui 
Jalur Prestasi di luar lingkungan domisili peserta didik sepanjang 
memenuhi persyaratan. 

  
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi 
 
 Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 11 Juni 2020 

WALI KOTA BEKASI, 
 
         Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 11 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
 
                     Ttd/Cap 
 
            RENY HENDRAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 44 SERI E 


